Siaran Pers Perludem
PEMILU SERENTAK, BUKAN PEMILU BORONGAN

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) turut berduka cita atas ratusan
petugas pemilu yang meninggal dunia. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kelembagaan pemerintah terkait harus ikut mengambil
tanggung jawab dan mengevaluasi keadaan ini secara serius dan menyeluruh. Harus ada
kompensasi yang sepadan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi mereka yang
sakit atau mengalami kecelakaan kerja saat bertugas melaksanakan pemilu. Negara harus
hadir mengapresiasi kerja keras dan bakti mereka sebagai bagian dari penyelenggara
pemilu serentak satu hari terbesar di dunia.

Pemilu serentak lima surat suara memang menyimpan kompleksitas dan membutuhkan
tenaga ekstra dalam menjalankannya. Bagaimana tidak, dalam proses penghitungan
suara di TPS saja, anggota KPPS memerlukan waktu sampai dengan lewat tengah malam
untuk menyelesaikan penghitungan lima surat suara. Belum lagi ditambah beban untuk
melakukan pengadministrasian hasil pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak
jumlahnya untuk lima jenis pemilu yang diselenggarakan.

Namun, pertanyaanya apakah pemisahan kembali pemilu presiden dan wakil presiden
dengan pemilu legislatif menjadi salah satu jalan keluar?

Perludem menyayangkan jika rekomendasi perbaikan pemilu adalah memisahkan pemilu
serentak untuk kembali ke desain pemilu terpisah seperti 2014, 2009, dan 2004. Desain
tiga pemilu ini pun pada dasarnya cenderung sulit dikelola. Beban berat dari jabatan
politik yang dipilih serta kompleksitasnya juga jadi sebab meninggalnya petugas pada
pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, meski tak sebanyak Pemilu 2019.

Dalam tataran mayor, sifat Pemilu Indonesia yang sangat sulit dikelola karena dua hal.
Pertama, menyatukan pemilu DPR dan DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota pada
waktu yang bersamaan. Kedua, manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang
besar dan banyak, serta distribusinya yang di lapangan mengalami kendala keterlambatan
atau kekurangan jumlah.

Sejak 2012, Perludem, bersama dengan koalisi masyarakat sipil, serta beberapa lembaga
pernah mengusulkan untuk menyerentakan pemilu menjadi dua bagian. Pertama, pemilu
serentak nasional, yang menyelenggarakan pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan
DPD. Kedua, pemilu serentak lokal, yang menyelenggarakan pilkada dan DPRD.

Selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu, kehadiran pemilu serentak
dengan desain nasional dan lokal sebagai cara memperbaiki sistem pemerintahan
presidensial Indonesia. Dari pengalaman sejumlah negara Amerika Selatan dan teori ilmu
politik, pemilu serentak (concurrent election) bisa memperbaiki negara presidensial
multipartai seperti Indonesia. Tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak
undang-undang politik, pemilu serentak bisa menghasilkan partai politik/koalisi mayoritas
dan sistem kepartaian multipartai moderat (kurang dari 5 partai politik efektif) di
parlemen.



Putusan MK saat itu adalah menerima pemilu serentak. Sayangnya, pemilu serentak di
desain oleh pembentuk UU dengan 5 jenis pemilu sekaligus. Dalam pandangan Perludem,
Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang
pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama.

Dari evaluasi Pemilu serentak 2019 Perludem merekomendasikan:

1. Mengupayakan kembali perwujudan desain pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu
serentak nasional: pemilu presiden-wakil, DPR, dan DPD. Lalu selang 2 atau 2,5 tahun (30
bulan) setelahnya ada pemilu serentak lokal: pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota;

2. Mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil,
agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban
petugas penyelenggara pemilu dan pemilih.

3. Mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia
minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki UU No.7/2017 penting diupayakan
sebagai bagian penguatan partisipasi pemilu di aspek tenaga penyelenggara.

4. Mempertimbangkan secara serius penerapan teknologi rekapitulasi suara secara
elektronik untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS.
Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu
panjang serta makan waktu lama. Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang,
inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai,
serta melakukan audit teknologi secara akuntabel.
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